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TENTANG

PERPANJANGAN LIIN LEMBAGA PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM)

PURWA WACANA DS, REKSOSARI KEC. SURUH

KEPALA DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

Menimbang

Mengingal

i bahwa berdasarkan  Surat  Permohonan Perpanjangan ljin Opernsional  Tangenl
2] Maret 2019 Nomor 03/PEBM/PW/IL2019

b. bahwa sehaga upayn memngkatkan sumber doya manusia yang berkualitas di masyoarakat,
selain penyedinan jalur pendidikan formal perlu juga penyediman jalur pendidikan non
formial yang diselenggarakan oleh masyarakai langsung,

c. bahwa apar kegiatan yvang diselengeamkan oleh pengelola PKBM PURWA WACANA
Ds. Reksosan Kec Suruh heralan tertib dan lancar serta pertimbangan sebagaimana
dimaksud huruf a dan buruf b, perlu ditctapkan dengan keputusan Kepaln Dinas
Pendidikan, Kebudayaan, Kepemodamn dan Olahraga Kabupaten Semarang

I. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Dacrah-
Daerah Kabupaten dalam lingkungan Provins: Jawa Tengah;

2. Undang-undang Republik Indonesia Momor 67 Tahun 1985 tentang perubaban Batas-
batas Wilayah Kotapraja Salatiga Dan Dacrah Swatantra Tingkat 11 Semarang { Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 118, Tambaban Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 1652);

3. Undang-Uindang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemeriniah Daerah;

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000 Tentong Program Pembangunan Nasional
{Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2000 Nomor 206),

5. Undang-undang Republik Indonesin Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan
Nasional (Lembamn Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan
Lembiran Negara Republik Indonesia Nomor 4301 );

6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
undangan {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tumbahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomaor 4389);

7. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Dacrah {Lembaran Negara
Republik Indonesia Tuhun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4437) schagiumana telah diubah dengan undang-Undang Nomor 38
Tahun 2005 fentang Penctapan Peraturan Pemenntahan Pengganti Undang-Undang
Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2005
Tentang Pemenntaban Dacrali Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4548);

8. Peraturan Pemenintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar
Sekolah,
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Pendidikan;

10.Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran serta
masyarakat dalam Pendidikan Nasional, Peraturan Pemerintahan Nomor 69 Tahun 1992
tentang Perubahan Baias Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat 11 Salatiga dan Kabupaten

Dacah Tingkat 11 Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor
114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3500)




Menetapkan
PERTAMA

KEDUA

KETIGA
KEEMPAT
KELIMA

L Peraturn Femeniniahan MNomor

: 25 Tahun 20600 tentang, Kewenangan Pemerintahan
Kewenangan Propinsi sebagni Dacrah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia
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Indonesia Nomor 19 Tﬂ]’ll.;'n 2005 £ i i i -Tlm“mhm o
. ] 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan:

13.Peraturan. Mendiknas Republik Indonesia Nomor 49 tahun 2007 tentane Stonadas
Pengelolann Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Non Formal:

14. Pernturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2007
tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Pemerintah Dacrah:

IS Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 63 Tahun 2009 tentang sistem penjaminan
mitu Pendidikan:

16 Poraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2010 ientang perubshan atas
Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang pengelolaan dan penyelenggarnan
Pendidikan;

17 Peraturan Menieri Pendidikan dan kebudayan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2013
fentang pendirian satuan Pendidikan Monformal:

I8.Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang [jin Pendinan
Lembaga Kursus' Pendidikan Non Formal di Kabupaten Semarang);

19 Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 6 Tahun 2009 teniang Penvelenggaramn
Pendidikan;

20.Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 10 Tahun 2013 tentang perubahan kedua
atas peraturan daerah Kabupaten Semarang Nomor 18 tahun 2008 tentang organisasi tatn
kerja Dinas daerah Kabupaten Semarang

MEMUTUSKAN

. Memberikan ijin Perpanjangan Lembaga Pusat kegintan Belajar Masyarakat (PKBM) kepada:

Nama Lembaga : PRBM PURWA WACANA
Mama ketun : Drs. M. Weazr
Alaman Lembaga ¢ Ds. Reksosari, Kec. Suruh

Tugas dan Tanggung Jawab lembaga scbagmmana dimaksud Diktum PERTAMA schagm

berikut;

1. Menyelengparakan aktifitas Pusat Kegistan Belajar Masyarnkal sesuai dengan ijin yang
diberikan;

2. Mentaat peraturan perundangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian:

3. Menginmkan laporan berkala sesuai ketentuan yang diberikan.

Segala biaya yang timbul sebagm akibat dikeluarkannya keputusan mi dibebankan pada
Lembaga sebagaimana Dikium PERTAMA.

Apabila di kemudian hari terdapat kekurangan dan kesalshan pada Keputusan ini maka akan
Keputusan ini berlaku 5 Tahun sejak tanggal ditetaphkan.




